ABSTRAK

Yudha Alfiani. 180311020043 Analisis Perjanjian-Perjanjian Dalam Pelaksanaan Akad
Murabahah untuk Pembiayaan Kepemilikan Properti, di bawah bimbingan
Promotor: Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M. Hum dan Co Promotor: Prof.
Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A, pada Pascasarjana UIN Antasari
Banjarmasin 2025

Kata kunci: Akad murabahah kepemilikan Properti, penyederhanaan jumlah perjanjian,
Hukum Ekonomi Syariah, al-qabd (perpindahan kepemilikan).

Akad murabahah banyak digunakan oleh bank syariah, termasuk untuk
pembiayaan kepemilikan properti. Namun, di beberapa bank syariah di Banjarmasin
ditemukan perbedaan isi dan jumlah pasal dalam akad, serta ketidaksesuaian dengan
dokumen hukum lain seperti Akta Jual Beli (AJB), Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT), dan Hak Tanggungan (HT). Beberapa akad juga tidak memuat
klausul penting seperti jaminan, force majeure, dan penyelesaian sengketa.

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan dan kedudukan hukum antar perjanjian
dalam pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan kepemilikan Properti oleh bank
syariah di Banjarmasin berdasarkan prinsip Hukum Ekonimi Syariah. Penelitian dilakukan
pada tiga bank syariah: Bank Kalimantan Selatan Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah,
dan Bank Syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis
kedudukan dan hubungan hukum antar perjanjian dalam akad murabahah pembiayaan
Properti oleh bank syariah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, kedua
merumuskan rekonstruksi perjanjian dalam akad murabahah agar sesuai dengan prinsip
Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan analisis
kualitatif-deskriptif dengan dokumentasi perjanjian dan wawancara. Data dianalisis secara
filosofis dengan membandingkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan kedudukan hukum
yang tidak seragam antar perjanjian dalam pelaksanaan akad murabahah, khususnya
perbedaan klausul cidera janji, force majeure, dan penyelesaian sengketa yang
mengakibatkan lemahnya kepastian hukum bagi nasabah. Ketidakkonsistenan dalam
penggunaan Akta Jual Beli (AJB) PPAT juga mempengaruhi kedudukan hukum nasabah
dalam pembuktian hak kepemilikan. Selain itu, penggunaan Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan (SKMHT) yang masih berbasis konvensional berpotensi bertentangan
dengan prinsip syariah.

Novelty penelitian ini berupa rekomendasi klausul ideal yang sesuai Magashid
syariah dan usulan agar Dewan Syariah Nasional (DSN) menerbitkan fatwa yang
mewajibkan penggunaan AJB untuk memperkuat hubungan dan kedudukan hukum
nasabah. Penelitian juga mengusulkan penggunaan perjanjian hawalah al-haqq sebagai
alternatif penyelesaian bagi pembiayaan murabahah yang bermasalah untuk menghindari
praktik riba, terutama pada masa belum adanya lembaga jaminan khusus untuk akad-akad
syariah. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pembentukan lembaga jaminan khusus
untuk akad-akad syariah di masa depan guna memperkuat perlindungan hukum bagi
nasabah.
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Murabahah contracts are extensively utilized by Islamic banks, particularly in the
context of property ownership financing. Nevertheless, empirical findings from several
Islamic banks in Banjarmasin reveal notable discrepancies in both the content and the
number of contractual provisions. Furthermore, inconsistencies are observed between the
murabahah contracts and other legally binding instruments such as the Sale and Purchase
Deed (AJB), the Power of Attorney to Encumber Mortgage (SKMHT), and the Mortgage
Deed (HT). It is also evident that certain contracts omit essential clauses, including those
related to collateral arrangements, force majeure, and dispute resolution mechanisms

This research explores the legal relationship and position among agreements within
the implementation of the murabahah contract for home ownership financing by Islamic
banks in Banjarmasin based on the principles of Sharia Economic Law. The study was
conducted at three Islamic banks: Bank Kalimantan Selatan Syariah, Bank Rakyat
Indonesia Syariah, and Bank Syariah Indonesia. The aims of this research are, firstly, to
analyze the legal position and relationship among agreements in the murabahah contract
for home financing by Islamic banks according to Sharia Economic Law and Positive Law;
and secondly, to formulate a reconstruction of agreements in the murabahah contract to
align with Sharia Economic Law.

The theoretical framework employs Magashid shariah as the grand theory to
evaluate the objectives of Islamic law in economic activities, the theory of the rule of law
as the middle theory to ensure legal protection and justice, and murabahah theory, legal
certainty, and al-qabd as applied theories for practical analysis.

The research methodology uses a juridical-empirical approach and qualitative-
descriptive analysis, utilizing documentation of agreements and interviews. Data analysis
is conducted philosophically by comparing primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings indicate inconsistencies in the legal relationships and status among
agreements in the implementation of murabahah contracts, particularly regarding variations
in clauses such as default, force majeure, and dispute resolution, leading to weakened legal
certainty for customers. Additionally, inconsistencies in using the Land Purchase Deed
(AJB) prepared by Land Deed Officials (PPAT) impact customers' legal standing
concerning property ownership proof. Furthermore, the conventional-based Power of
Attorney for Imposing Mortgage Rights (SKMHT) potentially conflicts with shariah
principles.

The novelty of this research includes recommendations for ideal clauses aligned
with Magqashid shariah and a proposal for the National Sharia Council (DSN) to issue a
fatwa mandating the use of AJB to strengthen customers' legal relationships and positions.
The research also proposes the use of the hawalah al-haqq agreement as an alternative
resolution mechanism for problematic murabahah financing to avoid usury, especially in
the absence of specialized guarantee institutions for shariah contracts. Additionally, this
research emphasizes the importance of establishing a dedicated guarantee institution for
shariah contracts in the future to enhance legal protection for customers.
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